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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan  salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk satu tahun ke depan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun  2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya, setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja terdapat kondisi yang mengharuskan penyesuaian yang disebabkan tuntutan kebutuhan dan kondisi antara lain :
1. Perubahan kebijakan dan strategi baik tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kota

2. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta alokasi dana.

3. Perubahan harga pasar yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan.
4. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.
Untuk menyikapi hal diatas maka perlu dilakukan  penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2020 ini untuk konsistensi keselarasan serta sinkronisasi target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efesien.
1.2. 
Dasar Hukum
Dasar Hukum yang digunakan untuk Penyusunan  Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pranemerintah Kota Padang Panjang;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1.3. 
Maksud dan Tujuan
 Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan OPD terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan.
2. Menyesuaikan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

3. Pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dalam tahapan perubahan ditahun 2020.

4. Dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 adalah :
1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD tahun 2020

2. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait permasalahan yang perlu ditanggulangi secaran cepat 

3. Menyediakan acuan penyusunan Perubahan Anggaran yang menjadi dasar penyusunan perubahan Anggaran Tahun 2020. 
1.4. 
Sistematika Penulisan 
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 
	BAB   I
	:
	Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan 

	BAB   II
	:
	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.  

	BAB   III
BAB IV
	:
:
	Rencana Kerja dan Pendanaan yang terdiri dari Usulan di Renstra 2018-2023, Usulan Awal Renja 2020,  dan di RKPD 2020 dan Usulan di Perubahan Renja 2020.
Penutup yang terdiri dari Catatan Penting, Kaidah-kaidah Pelaksanaan serta Rencana Tindak Lanjut.

	
	
	


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA
Tahun 2020 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II dilakukan untuk mengetahui kemajuan, kendala dan permasalahan dalam pelaksaaan program dan kegiatan sehingga perbaikan dan rencana tindaklanjutnya dapat disusun. Hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk menetapkan target dan kegiatan sesuai dengan pagu anggaran yang telah dialokasikan. 
Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II salah satunya dapat diukur dari realisasi anggaran. Kriteria skala yang digunakan untuk menetapkan kategori suatu kegiatan dari realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

· 0 % s.d. 30 %  kategori Rendah 
· 31 % s.d. 70 % kategori Sedang
· 71 % s.d. 100% kategori Tinggi
Yang menjadi tolak ukur dari penentuan kategori ini adalah pencapaian realisasi anggaran sampai tahun anggaran berakhir. 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II menunjukan bahwa rata-rata realisasi anggaran mencapai kategori rendah apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun.

Kategori dengan kriteria tersebut di atas dapat dilihat pada table 2.1. dibawah ini :

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 pada Triwulan II terdapat beberapa faktor permasalahan dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan, diantaranya adalah : 

1. Terdapatnya program dan kegiatan untuk pengadaan belanja modal yang tidak sinkron dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).  
2. Adanya sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020 sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja serta serapan anggaran.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan upaya antara lain :

1. Mengusulkan rencana pengadaan belanja modal yang sesuai dengan program dan kegiatannya pada Perubahan RKBMD

2. Menyusun rancangan perubahan Renja yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja agar pencapaian kinerja program dan kegiatan serta anggaran lebih efektif dan efesien.
 Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada table dibawah 2.2. dibawah ini :
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sebagai     berikut :

3.1. 
Berdasarkan Usulan Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
	NO
	PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH DANA



	PRIORITAS PERTAMA

	Total Dana 
	Rp.
	2.485.714.950

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
	Rp.
	583.925.400

	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Makanan dan Minuman
d. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
e. Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat
f. Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi
	Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.


	114.179.400

119.700.000

12996.000

260.460.000

39.000.000

37.590.000

	II
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
	Rp.
	123.700.000

	
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan perlengkapannya
b. Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Gedung Kantor
	Rp.

Rp.


	58.000.000

65.700.000

	III
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :
	Rp.
	1.333.089.550

	
	a. DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan (Non Fisik)
b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c. Pendokumentasian Dokumen Administrasi Kependudukan Secara Digital
d. Peningkatan SDM Aparatur dan Kualitas Layanan Publik Melalui Go Digital Dukcapil
	Rp.

Rp.

Rp.

Rp.


	813.089.550

170.000.000

150.000.000

200.000.000

	VII. 
	Program Pengelolaan Informasi  Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan kegiatan:
	Rp.


	445.000.000

	
	a. Pemutakhiran Data Kependudukan 
b. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring
c. Optimalisasi Pemanfaatan Data Melalui Kerjasama dengan OPD/Lembaga
	Rp.

Rp.

Rp.


	65.000.000

300.000.000

80.000.000

	PRIORITAS KEDUA

	Total Dana
	
	

	I
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
	Rp.


	114.885.000

	
	a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dan Alat-alat kantor
	Rp.


	114.885.000

	II
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
	Rp.


	45.000.000

	
	a. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	Rp.


	45.000.000


3.2. 
Berdasarkan APBD Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	NO
	PROGRAM / KEGIATAN
	
	JUMLAH DANA

	PRIORITAS PERTAMA                                                          1.786.104.280

	Total Dana  :
	Rp
	1.786.104.280

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
	Rp.  

	569.312.480

	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Makanan dan Minuman
d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
e. Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat
f. Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi
	Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
  
	101.834.480
119.700.000

10.728.000
260.460.000

39.000.000

37.590.000



	II
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
	Rp.  


	103.875.000

	
	a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
b. Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Gedung Kantor

	Rp.  
Rp.  

	  0
  65.700.000

	III
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :
	Rp.  


	787.591.800

	
	a. DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan
(Non Fisik)
b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c. Pendokumentasian Dokumen Administrasi Kependudukan Secara Online
d. Peningkatan SDM Aparatur dan Kualitas Layanan Publik Melalui Go Digital Dukcapil
	Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  

	369.242.000
168.349.800
150.000.000

100.000.000

	IV 
	Program Pengelolaan Informasi  Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan kegiatan :
	Rp.  


	445.000.000

	
	a. Pemutakhiran Data Kependudukan 
b. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring
c. Optimalisasi Pemanfaatan data Melalui Kerjasama dengan OPD/Lembaga
	Rp.  
Rp.  
Rp.  

	 63.500.000   
300.000.000

0


3.3. 
 Berdasarkan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2020
	NO
	PROGRAM / KEGIATAN
	
	JUMLAH DANA

	PRIORITAS PERTAMA                                                       1.427.368.780

	Total Dana  :
	Rp
	1.427.368.780

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
	Rp.  

	414.026.280

	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Makanan dan Minuman
d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke  Luar Daerah
e. Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat  Menyurat
f. Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi
	Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  
  
	111.590.000
117.930.000
12.500.000

104.995.280
37.411.000
29.600.000



	II
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
	Rp.  


	77.500.000

	
	c. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
d. Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Gedung Kantor
	Rp.  
Rp.  

	 0
 77.500.000

	III
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :
	Rp.  


	682.547.000

	
	a. DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan
(Non Fisik)
b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c. Pendokumentasian Dokumen Administrasi Kependudukan Secara Online
d. Peningkatan SDM Aparatur dan Kualitas Layanan Publik Melalui Go Digital Dukcapil
	Rp.  
Rp.  
Rp.  
Rp.  

	369.242.000

155.055.000

103.200.000

55.050.000



	IV 
	Program Pengelolaan Informasi  Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan kegiatan :
	Rp.  


	253.295.500

	
	a. Pemutakhiran Data Kependudukan 
b. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring
c. Optimalisasi Pemanfaatan Data Melalui Kerjasama dengan OPD/Lembaga
	Rp.  
Rp.  
Rp.  

	 27.627.500   
225.668.000
0


Secara lengkap uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya pada Perubahan Renja Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dapat dilihat pada table 3.3 dibawah ini : 
BAB IV

PENUTUP

4.1. 
Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan keadaan kebutuhan dalam tahun berjalan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan II menunjukkan berbagai kondisi yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Tahun 2020 ini.
Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dimana untuk pencapaian tujuan program dan kegiatan perlu dilakukan perubahan.
4.2.
Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan. Adapun kaidah yang diambil adalah :

1. Perubahan Rencana kerja ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan  Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

2. Perubahan Renja ini bisa tersusun setelah sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap realisasi pencapaian target kinerja baik dari segi fisik maupun dari segi keuangannya.

3. Diharapkan kepada seluruh pelaksana kegiatan agar memaksimalkan kegiatan- kegiatan dengan anggaran yang tersedia sehingga hasilnya dapat memenuhi target.
4.3.
Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat menjadi ukuran kinerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pembangunan Kota Padang Panjang dapat memenuhi harapan yang telah ditetapkan yaitu : “Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat” 
Padang Panjang,      Agustus 2020
	                                            KEPALA 

                                                DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

                                            KOTA PADANG PANJANG

                                     Dra. MAINI, MM 

                                             Pembina Utama Muda, NIP.19640505 199003 2 007
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